Dishut Kalsel Kembali Sita Mesin Tambang Emas llegal di Kabupaten Banjar

https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/23/dishut-kalsel-kembali-sita-mesin-tambang-
emas-ilegal-di-kabupaten-banjar

Dinas Kehutanan (Dishut) Kalimantan Selatan (Kalsel) berulang kali menertibkan
aktivitas penambangan emas secara ilegal di kawasan hutan.

Terbaru, praktik penambangan rakyat tersebut terkuak lagi pada pekan lalu di
Desa Matang Kanas, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar.

Bermula dari laporan masyarakat, Polisi Kehutanan (Polhut) Dishut Kalsel
berhasil mengungkapnya dengan barang bukti satu unit mesin dompeng besar yang telah
ditinggalkan pemiliknya.

“Ada laporan dari masyarakat, terus kami tindaklanjuti di lapangan. Ternyata
memang benar ada aktivitas tambang emas ilegal,” beber Kepala Bidang Perlindungan
Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dishut Kalsel, Panca Satata, kemarin.

Dijelaskan Panca, pihaknya tidak berhasil menangkap pelakunya, karena sudah
kabur sebelum petugas datang ke Tempat Kejadian Perkara (TKP).

“Sudah kabur duluan pelakunya, mungkin mendengar suara mesin sepeda motor
kami atau bisa juga sudah diberi tahu mata-mata yang berada di kawasan luar hutan,”
jelasnya.

Takut tertangkap, pelaku, lanjut Panca, sengaja meninggalkan mesin dompeng

yang sangat berat. “Tidak sempat lagi membawa mesin dompeng, jadi kami amankan,”
ujarnya.
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Dia menyebut, hingga kini pihaknya sudah mengamankan 12 unit mesin dompeng
besar dan 3 mesin kecil dari lokasi tersebut. “Karena sudah berulang kali kami lakukan
razia di sana,” sebutnya.

Dilanjutkannya, seluruh barang bukti akan dimusnahkan untuk memberikan efek
jera kepada para pelaku. “Selain itu, barang bukti juga tidak bisa dilelang,” imbuhnya.

Terkait penangkapan pelaku, diakuinya cukup sulit dilakukan, karena hanya
bermodalkan barang bukti yang ditinggalkan di lapangan. “Tidak mau mengaku mereka,
tidak ada bukti yang kuat,” paparnya.

Kalaupun menemukan pelakunya, sebelumnya Dishut Kalsel memilih untuk
melepasnya.

Kepala Seksi Pengamanan Hutan Dishut Kalsel, Haris Setiawan mengatakan,
mereka memilih tidak memberikan sanksi kepada warga yang melakukan penambang liar
lantaran belum tahu bahwa aktivitas itu dilarang dan dapat menimbulkan kerusakan
lingkungan. “Tapi, kalau mengulangi lagi maka akan kami tindak,” tuturnya.

Agar warga jera melakukan penambangan emas secara liar, dia menyampaikan,
semua alat dan mesin yang ada di lokasi itu mereka sita.

Sumber berita:

1. https://banjarmasin.tribunnews.com/2022/03/23/dishut-kalsel-kembali-sita-mesin-
tambang-emas-ilegal-di-kabupaten-banjar, 23 Maret 2022.

2. https://radarbanjarmasin.jawapos.com/88222/lagi-dishut-tertibkan-tambang-emas-
ilegal/, 11 Maret 2022.

Catatan:
Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang rneliputi
penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan
dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang. Setiap
pemegang ljin Usaha Pertambangan (IUP) dan ljin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)
wajib menyerahkan rencana reklamasi pada saat mengajukan permohonan IUP Operasi
Produksi atau IUPK Operasi Produksi.! IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha
pertambangan.? Sedangkan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan

di wilayah izin usaha pertambangan khusus.

! Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 99 ayat (1)
2 |bid, Pasal 1 ayat (7)
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IUP/IUPK terdiri atas IUP/IUPK eksplorasi dan produksi. IUP Eksplorasi adalah
izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan unium,
eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang
diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan
operasi produksi. 3

Sedangkan IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan

tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan di wilayah izin
usaha pertambangan khusus. IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan
setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi
produksi di wilayah izin usaha pertambangan khusus.*
Pemegang IUP dan IUPK wajib menyediakan dana jaminan reklamasi.® Jaminan
Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau
Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan
Reklamasi.®

Reklamasi sendiri diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan
usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan

dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.’

Kewajiban Pemegang IUP dan IUPK

Pemegang IUP dan IUPK memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan dalam
pengelolaan usaha pertambangannya. Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi
wajib:®
a. menyampaikan rencana Reklamasi tahap Eksplorasi sesuai Dokumen Lingkungan

Hidup;

b. menempatkan jaminan Reklamasi tahap Eksplorasi;
c. melaksanakan Reklamasi tahap Eksplorasi;

d. melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap Eksplorasi;

3 lbid, Pasal 1 Ayat 8 dan 9

% bid, Pasal 1 Ayat 12 dan 13

5 lbid, Pasal 100 Ayat 1

6 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Lampiran VI hurub B angka 13

7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 1

8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik, Pasal 22 ayat 1
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e. menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi pada saat mengajukan
permohonan peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi; dan
f. menyampaikan rencana Pascatambang pada saat mengajukan permohonan
peningkatan IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi.
Sedangkan Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib:®

menempatkan jaminan Reklamasi tahap operasi produksi;

o ®

menyampaikan rencana Reklamasi tahap operasi produksi secara periodik;

o

melaksanakan Reklamasi tahap operasi produksi; dan

o

melaporkan pelaksanaan Reklamasi tahap operasi produksi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Jenis
dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian
Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 2

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Sekretariat Jenderal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a berupa jasa pengelolaan dan pemanfaatan
data bidang minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan
pihak lain.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sesuai dengan nilai yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 4
(1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Mineral dan

Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf ¢ meliputi:

a. kompensasi data informasi Wilayah lzin Usaha Pertambangan eksplorasi atau
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus eksplorasi untuk mineral logam dan
batubara;

b. jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah 1zin
Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta
lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran harga

atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan

% Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah
Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, Pasal 22 Ayat (2)
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permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus;
jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan

c. eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal
pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak
melaksanakan kegiatan eksplorasi; dan

d. bagian Pemerintah Pusat dari keuntungan bersih dari pemegang lzin Usaha
Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam dan batubara.

(2) Besaran kompensasi data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
ditetapkan sebesar hasil lelang yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Besaran jaminan kesungguhan lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau
Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus mineral logam dan batubara dalam hal
peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi tidak memasukkan surat penawaran
harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak
mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan
khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(4) Besaran jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral logam,
mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang lzin Usaha
Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus tidak melaksanakan
kegiatan eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Besaran bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
sebesar 4% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang lzin Usaha
Pertambangan Khusus operasi produksi untuk mineral logam, mineral bukan

logam, batuan dan batubara.
UU Nomor 20 Tahun 2001 Undang-undang (UU) tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Pasal 12 B
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(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap
pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian
bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima
gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian
bahwa gratifikasitersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4
(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah).
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